
PROVIN ��:ii=ELATAN 
PERATURAN tAERAH KABUPATEN LUWU 

NOMO I : 1 TAHUN 2,�18 

TENT ANG 

USYAWARATAN DESA 

DENGAN RAH AT TUHAN YANG MAHA ESA 

3. 

BUPATI LUWU, 

Menimbang : bahwa untuk 
r{ielaksanakan 

ketentuan Pasal 73 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang 
Badan Permusy1waratan Desa, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Bldan Permusyawaratan Desa. 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undbg Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukab.--Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan J Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

4. 

5. 

6. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan I Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495]; 

I 

Undang-Unqang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah� Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20114 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 1'ahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas 
Undang-Un1ang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Infonesia Nomor 5679); 
Peraturan emerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 1ahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Rep blik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah den an Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Penubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
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Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan 
Desa. 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU 
dan 

BUPATI LUWU 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN 
DESA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Luwu. 
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat 

daerah Kabupaten Luwu. 
5. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah 

kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Luwu. 
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan / a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Desa. 

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 
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10. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Desa. 

11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk 
oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan 
mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat 
seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna, 
dan lembaga pemberdayaan masyarakat. 

12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan 
ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

13. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan 
lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 

15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Sadan 
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 
masyarakat yang diselenggarakan oleh Sadan 
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang 
bersifat strategis. 

16. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
yang selanjutnya disingkat dengan LKPPD adalah laporan 
yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang 
memuat materi kebijakab dalam pelaksanaan Perdes 
khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan APB 
Desa. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk 
memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga 
di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa. 

Pasal 3 

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk: 
a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa; 
b. mendorong BPD agar mampu menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 
c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik di Desa. 

Pasal 4 

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: 
a. keanggotaan dan kelembagaan BPD; 
b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; 
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c. peraturan tata tertib BPD; 
d. pembinaan dan pengawasan; dan 
e. pendanaan. 

BAB III 
KEANGGOTAAN BPD 

Bagian Kesatu 
Pengisian Anggota BPD 

Pasal 5 

(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan 
perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis 
melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah 
perwakilan. 

(2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (Lima) 
Orang dan paling banyak 9 (Sembilan) Orang. 

(3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan 
kemampuan Keuangan Desa. 

(4) Penetapan jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut: 
a. Penduduk sampai dengan 1.500 (Seribu Lima Ratus) 

Jiwa, Anggota BPD berjumlah 5 (Lima) Orang; 
b. Penduduk 1.501 (Seribu Lima Ratus Satu) sampai 

dengan 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus) Jiwa, Anggota 
BPD paling banyak berjumlah 7 (Tujuh) Orang; dan 

c. Penduduk lebih dari 2.501 (Dua Ribu Lima Ratus Satu) 
Jiwa, Anggota BPD paling banyak berjumlah 
9 (Sembilan) Orang. 

(5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
wilayah dalam Desa yaitu wilayah Dusun. 

Pasal 6 

Pengisian Anggota BPD, dilakukan melalui: 
a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan 
b. Pengisian berdasarkan keterwakilan Perempuan. 

Pasal 7 

( 1) Pengisian Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan 
untuk memilih calon Anggota BPD dari unsur wakil wilayah 
pemilihan dalam desa. 
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(2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa. 

(3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang 
telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu 
dalam keanggotaan BPD. 

(4) Jumlah Anggota BPD dari masing-masing wilayah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara 
proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk. 

(5) Masyarakat desa yang dapat dipilih sebagai unsur wakil 
wilayah, tidak harus Laki-Laki, tetapi juga boleh 
Perempuan. 

Pasal 8 

( 1) Pengisian Anggota BPD berdasarkan keterwakilan 
perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b 
dilakukan untuk memilih 1 (Satu) Orang Perempuan 
sebagai Anggota BPD. 

(2) Wakil Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah Perempuan Warga Desa yang memenuhi syarat 
calon Anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam 
menyuarakan dan memperjuangan kepentingan 
Perempuan. 

(3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilakukan oleh Perempuan Warga Desa yang 
memiliki hak pilih. 

(4) Tata cara dan mekanisme pemilihan Anggota BPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
diatur lebih dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 9 

( 1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat ( 1) dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Desa. 

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 
berjumlah 11 (Sebelas) Orang yang terdiri atas unsur 
Perangkat Desa paling banyak 3 (Tiga) orang dan unsur 
Masyarakat paling banyak 8 (Delapan) orang. 

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meru pakan wakil dari wilayah pemilihan dan wakil dari 
unsur perempuan. 

(4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
1 (Satu) Orang Ketua 
1 (Satu) Orang Sekretaris 
1 (Satu) orang Bendahara 

- Anggota. 
(5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

tugas sebagai berikut: 



6 

a. menyusun jadwal kegiatan, mengkoordinasikan, dan 
melaksanakan sosialisasi terkait dengan pengisian 
keanggotaan BPD; 

b. menetapkan wilayah pemilihan dan menetapkan 
jumlah Anggota BPD yang mewakili wilayah tertentu; 

c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal 
calon; 

d. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan; 
e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; 
f. dalam hal dilaksanakan pemilihan langsung, maka 

Panitia bertugas memfasilitasi penyediaan peralatan, 
perlengkapan dan tempat pemungutan suara, 
melaksanakan pemungutan suara, menetapkan hasil 
rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan 
hasil pemilihan; dan 

g. menetapkan Calon-Calon Anggota BPD terpilih dan 
menyampaikan kepada Kepala Desa. 

(6) Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia 
Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), disampaikan kepada Camat sebagai bahan 
pembinaan dan pengawasan, paling lambat 7 (Tujuh) Hari 
kerja sejak tanggal penetapan. 

Pasal 10 

(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon 
Anggota BPD dalam jangka waktu 6 (Enam) Bulan sebelum 
masa keanggotaan BPD berakhir. 

(2) Bakal Calon Anggota BPD yang memenuhi syarat 
ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD. 

(3) Pemilihan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) paling lambat 3 (Tiga) Bulan sebelum masa 
keanggotaan BPD berakhir. 

Pasal 11 

( 1) Dalam hal mekanisme pengtsian keanggotaan BPD 
ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1), Panitia pengisian 
menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD 
oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. 

(2) Dalam hal mekanisme pengrsian keanggotaan BPD 
ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon 
Anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan 
oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih. 

(3) Calon Anggota BPD terpilih adalah Calon Anggota BPD 
dengan suara terbanyak. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan 
pemungutan suara dan penghitungan suara diatur dengan 
Peraturan Bu pati. 
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(2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan 
yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur 
masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang 
bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa. 

(3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) meliputi: 
a. penataan Desa; 
b. perencanaan Desa; 
c. kerja sama Desa; 
d. rencana investasi yang masuk ke Desa; 
e. pembentukan BUM Desa; 
f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan 
g. kejadian luar biasa. 

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat(2) terdiri atas: 
a. Tokoh Adat; 
b. Tokoh Agama; 
c. Tokoh Masyarakat; 
d. Tokoh Pendidikan; 
e. Perwakilan Kelompok Tani; 
f. Perwakilan Kelompok Nelayan; 
b. Perwakilan Kelompok Perajin; 
c. Perwakilan Kelompok Perempuan; 
d. Perwakilan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan 

Anak;dan 
j. Perwakilan Kelompok Masyarakat tidak mapan. 

(5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur 
masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya 
masyarakat. 

(6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Paragraf7 
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa 

Pasal 39 

(1) BPD membentuk Pantia Pemilihan Kepala Desa serentak 
dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. 

(2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan Keputusan BPD. 

Pasal 40 

(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) 
terdiri dari Perangkat Desa dan unsur masyarakat. 

(2) Jumlah Anggota Panitia disesuaikan dengan beban tugas 
dan kemampuan pembiayaan. 
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(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 
jawab kepada BPD. 

(4) Dalam hal Anggota Panitia tidak melaksanakan tugas dan 
kewajiban dapat diberhentikan dengan Keputusan BPD. 

Pasal 41 

(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) 
melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon 
Kepala Desa An tar W aktu. 

(2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon 
Kepala Desa, paling sedikit 2 (Dua) orang dan paling 
banyak 3 (Tiga) Orang. 

(3) Dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi 
persyaratan lebih dari 3 (Tiga), Panitia melakukan seleksi 
tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki 
pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat 
pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan 
Bupati. 

(4) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 

(5) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan 
kurang dari 2 (Dua) Orang, Panitia memperpanjang waktu 
pendaftaran selama 7 (Tujuh) Hari. 

(6) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap 
kurang dari 2 (Dua) setelah perpanjangan waktu 
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD 
menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai 
dengan waktu yang ditetapkan kemudian. 

(7) Jangka waktu penundaan pemilihan Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Paragraf 8 
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk 

Pemilihan Kepala Desa An tar W aktu 

Pasal 42 

(1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk 
pemilihan Kepala Desa An tar W aktu. 

(2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan 
Calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih 
dan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih. 

(3) Forum musyawarah Desa menyampaikan Calon Kepala 
Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 
Panitia untuk disampaikan kepada BPD. 
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Pasal 43 

BPD menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) kepada Bupati paling lama 
7 (Tujuh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala 
Desa dari Panitia Pemilihan. 

Paragraf9 
Pembahasan dan Penyepakatan 

Rancangan Peraturan Desa 

Pasal 44 

(1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati 
Rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/ a tau 
Kepala Desa. 

(2) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan oleh BPD dalam 
musyawarah BPD. 

(3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih 
dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 
(Sepuluh) Hari kerja terhitung sejak Rancangan Peraturan 
Desa diterima oleh BPD. 

(4) Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan 
Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 
(Tiga Puluh) Hari sejak pelaksanaan musyawarah internal 
BPD. 

(5) Setiap pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan 
pencatatan proses yang dituangkan dalam Notulen 
musyawarah. 

Pasal 45 

(1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara 
BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, 
musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan 
disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati. 

(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati 
melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak 
disepakati paling lambat 7 (Tujuh) Hari sejak musyawarah 
pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan 
pembinaan. 

(3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk: 
a. penghentian pembahasan; atau 
b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan • kesepakatan rancangan Peraturan Desa. 
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(4) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau 
Pejabat lain yang ditunjuk Bupati. 

Paragraf 10 
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa 

Pasal 46 

( 1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala 
Desa. 

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan melalui: 
a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa; 
b. pelaksanaan kegiatan; dan 
c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

(3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi. 

Pasal 47 

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) menjadi bagian 
dari laporan kinerja BPD. 

Paragraf 11 
Evaluasi Laporan Keterangan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Pasal 48 

(1) BPD melakukan evaluasi LKPPD. 
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (Satu) tahun 
anggaran. 

(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat ( 1) 
dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, 
transparansi, akuntabilitas dan objektif. 

(4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Capaian pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa dan 

APBDesa; 
b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten; 
c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai 

peraturan perundang-undangan; dan 
d. Prestasi Kepala Desa. 

( 5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat • 
(1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD. 
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Pasal 49 

(1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 
(Sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima. 

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) BPD dapat: 
a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa; 
b. meminta keterangan atau informasi; 
c. menyatakan pendapat; dan 
d. memberi masukan untuk penyiapan bahan 

musyawarah Desa. 
(3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap 
melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan 
memberikan catatan kinerja Kepala Desa. 

(4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. 

Paragaraf 12 
Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan 

Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya 

Pasal 50 

(1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang 
harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa 
lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa 
untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan 
Desa atau FKAKD. 

(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 
unsur Ketua/Kepala Kelembagaan Desa yang telah 
terbentuk. 

(3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Desa. 

(4) Togas Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan 
aktual di desa. 

BAB VI 
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD 

Bagian Kesatu 
HakBPD 

Pasal 51 

BPD berhak: 
a. mengawasi dan meminta keterangan ten tang 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah · 
Desa; 
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b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa; dan 

c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan 
fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Paragraf 1 
Pengawasan 

Pasal 52 

( 1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa. 

(2) Monitoring dan evaluasi sebagiamana dimaksud pada 
ayat ( 1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan 
pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Paragraf2 
Pemyataan Pendapat 

Pasal 53 

( 1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat 
berdasarkan Kepu tusan BPD. 

(2) Pemyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat 
merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara 
cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa. 

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan 
dalam musyawarah BPD. 

(4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan hasil musyawarah BPD. 

Paragraf 3 
Biaya Operasional 

Pasal 54 

( 1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari 
APBDesa. 

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas 
BPD. 
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(3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan 
operasional dan kemampuan Keuangan Desa. 

Bagian Kedua 
Hak Anggota BPD 

Pasal 55 

( 1) Anggota BPD berhak: 
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; 
b. mengajukan pertanyaan; 
c. menyampaikan usul dan/ atau pendapat; 
d. memilih dan dipilih; dan 
e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa. 
(2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam 
musyawarah BPD. 

(3) Selain hak sebagaiman dimaksud pada ayat (1) BPD 
berhak: 
a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui 

pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan 
teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding 
yang dilakukan di dalam negeri. 

b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
bagi Pimpinan dan Anggota BPD yang berprestasi. 

Pasal 56 

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD 
Provinsi, APBD Kabupaten dan/ atau APBDesa. 

Pasal 57 

( 1) Penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota BPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b 
diberikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten 
dalam 2 (Dua) kategori: 
a. kategori Pimpinan; dan 
b. kategori Anggota. 

(2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dilakan dengan mengacu kepada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 58 

(1) Pimpinan dan Anggota BPD mempunyai hak untuk 
memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 55 ayat (1) huruf e. 

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan 
lainnya. 

(3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan 
kedudukan. 

(4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan tunjangan kinerja. 

Pasal 59 

( 1) Tunjangan kedudukan Anggota BPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) diberikan berdasarkan 
kedudukan Anggota dalam kelembagaan BPD. 

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 
ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan 
beban kerja. 

(3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bersumber dari Pendapatan Asli Desa. 

(4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. 

Bagian Ketiga 
Kewajiban Anggota BPD 

Pasal 60 

Anggota BPD wajib: 
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 

b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan 
gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan 
pribadi, kelompok, dan/ atau golongan; 

d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat 
masyarakat Desa; 

e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan 
lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan 

f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan 
kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta 
mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. 



25 

g. memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi di Desa, 
baik konflik antar Warga, antar Lembaga Pemerintahan 
atau lembaga kemasyarakatan di Desa; dan 

h. mengupayakan terpeliharanya ketertiban umum dan 
menjaga kerukunan di tingkat Desa. 

Bagian Keempat 
Laporan Kinerja BPD 

Pasal 61 

(1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, 
BPD juga berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja 
BPD. 

(2) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 
1 (Satu) tahun anggaran. 

(3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibuat dengan sistematika: 
a. dasar hukum; 
b. pelaksanaan tugas; dan 
c. penutup. 

(4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat 
serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum 
musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan. 

(5) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan paling lama 4 (Empat) Bulan setelah selesai 
tahun anggaran. 

Pasal 62 

(1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) digunakan 
Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan 
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. 

(2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada Forum 
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 
ayat (4) merupakan wujud pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas BPD kepada Masyarakat Desa. 

Bagian Kelima 
Kewenangan BPD 

Pasal 63 

BPD berwenang: 
a. mengadakan pertemuan dengan Masyarakat untuk ' 

mendapatkan aspirasi; 
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b. menyampaikan aspirasi Masyarakat kepada Pemerintah 
Desa secara lisan dan tertulis; 

c. mengajukan Rancangan Peraturan Desa yang menjadi 
kewenangannya; 

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala 
Desa; 

e. meminta keterangan ten tang penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; 

f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa; 

g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan 
kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta 
mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan 
berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; 

h. menyusun Peraturan Tata Tertib BPD; 
i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat 

insidentil kepada Bupati melalui Camat; 
j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya 

operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk 
dialokasikan dalam RAPB Desa; 

k. mengelola biaya operasional BPD; 
1. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar 

Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan 
m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka 

monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa. 

BAB VII 
PERATURAN TATA TERTIB BPD 

Pasal 64 

(1) BPD menyusun Peraturan Tata Tertib BPD. 
(2) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD. 
(3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) paling sedikit memuat: 
a. keanggotaan dan kelembagaan BPD; 
b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; 
c. waktu musyawarah BPD; 
d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD; 
e. tata cara musyawarah BPD; 
f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan 

Anggota BPD; dan 
g. pembuatan berita acara musyawarah BPD. 

Desa 
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BAB VIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 65 

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap 
pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaran Pemerintahan 
Desa di wilayahnya. 

Pasal 66 

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 65, meliputi: 
a. memfasilitasi dukungan kebijakan; 
b. menyusun Peraturan Daerah Kabupaten; 
c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan 

dan supervisi pelaksanaan kebijakan; 
d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan 

pelatihan tertentu; dan 
e. memberikan penghargaan atas prestasi Pimpinan dan 

Anggota BPD; 

BAB IX 
PENDANAAN 

Pasal 67 

Pendanan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada: 
a. APBN; 
b. APBD Provinsi; 
c. APBD Kabupaten/Kota; 
d. APBDes; dan 
e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

BABX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 68 

Format jenis Buku Administrasi BPD dan Laporan Kinerja BPD 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasa169 

(1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status 
Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (Dua) Desa 
atau lebih menjadi 1 (Satu) Desa, pemekaran atau • 
penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari 
jabatannya. 
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BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 73 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap Orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu. 

Ditetapkan di Belopa 
pada tanggal e Fe br,iu'llI'i 2r.n 8 

BUPATI LUWU, 

Diundangkan di Belopa 
pada tanggal 8 Febrwn·i 2 ,.18 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU, 

vi. 
SYAIFUL ALAM 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR .. �. 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU PROVINSI 
SULAWESI SELATAN . .13.EIC.HAM.1.�73.18 




